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LATAR BELAKANG

Intormast merupakan kebutuhan pokok setinp orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan
sostalnya serta merapakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Tak memperoleh informasi
merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah sat cirr
penting: Negarte demokratis vang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan
penvelenpgaraan Negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2010 merupakan momentum
penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia, khususnya di Papua Barat. UU ini telah
memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik.
Dimang, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam  menyediakan dan melayani
permohonan lnlormasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses
informast publik bagi pemohon informasi. Terkai dengan tugas tersebut, PPID menetapkan
standar layanan informasi di lingkungan PPID Kabupaten Padang Lawas Utara. Dengan adanya
Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik ini, diharapkan implementasi UU KIP dapat
berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat secara nyata
terpenuhi,

LANDASAN HUKUM

I. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4846),

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Rl

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik

LS )

Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071),

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Thaun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5149

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayang Informasi dan Dokumentasi Kementenian Dalam Negeri dan
Pemecrintah Daerah.

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1| Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi
Publik.

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik.
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C. MAKSUD DAN TUJUAN

1.

2

Maksud:

Pedoman ini i . : . :
an ini sebagai acuan mengenai ruang lingkup, tanggung jawab dan wewenang Pejabat
Peng i o :

engelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Padang Lawas Utara dalam
menyediakan informasi tertentu melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan Pelavanan
Informasi Publik.

Tuuan:
- Membenkan standar bagi Pejabat PPID dalam melaksanakan pelayanan Informasi publik

- Meningkatkan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Organisasi/Lembaga Publik

untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;

D. ASAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.

[

L

L

Transparansi
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan
disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

Akuntabilitas

Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pember dan penerima pelayanan dengan tetap
berpegang pada prinsip effisiensi dan efektivitas.

Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik
dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dari harapan masyarakat.

Kesamaan Hak

Tidak Diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan
status ekonomi.

Keseimbangan hak dan kewajiban

Pemberian dan penerima pelayanan publik harus menenuhi hak dan kewajiban masing-

masing pihak.

E. KELOMPOK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan Informasi Publik  yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Kabupaten Padang Lawas Utara, masuk dalam kelompok pelayanan jasa, vakm
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memvediahan berbagm hal yang berkatan |

e mtormasi dan ko sl y (
oleh masvarakat munikast yany dibutuhkan

KOMPETENS PP -- :
TENSIEPELAKSANA | AYANAN INFORMASI PUBLIK

Penbat Pengelo ormast s

X ‘ : eelola Intormasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelavanan mformasi publik

ACPAAL pemohon penop or ‘ !

CRadR pemohon penaguna miormast publik dibantu oleh Pejabat Fungsional - Arsipans,

) - .

Pranata Humas, dan Pranata Nomputer  Untuk petugas pada desk Tavanan

mtormast publik dintameak. -
pubhik dintamakan vang mennhke Kompetenst dibidang pengetahuan mengena
perturan

Pustakawan,

perundang-undangan - ketetbukaan informasi publik  dan  pelavanan  publik,
k. Py ) . P . :

cterampilan dan stkap dalam berkomunikasi, schingga dapat menunjang dalam melaksanakan
gas pelavanan informasi,

STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Senap penyvelenggara pelayanan publik sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinva harus
memihki standart pelayanan vang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku
untuk penyelenggaraan pelavanan public dan wajib di taati oleh pemberi dan penerima
pelavanan inlormasi.

1. Operasional pelayanan informasi publik
Untuk melaksanakan pelayanan informasi perlu didukung oleh Front Office dan back Office
vang baik -

i“ront Ofzice meliputi

= Desk Lavanan Langsung
= Desk Lavanan Via-Media Onhine

Back Oftrice, mehiput

= [Bidang Pelayanan dan Dokumentast Informasi
= [dang Pengolahan Data dan Klasitikast Informas

= [Bidang Penvelesmian Sengketa Informasi
g ) g

2. Meja informasi publik
Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna— informast
publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui desk layanan imformasi
publik melakukan layanan langsung dan layanan melalut media antara lain menggunakan
website
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. JENIS-JENIS STA

Jemis-jenis SOP yang ada dilin

e LD

r

waktu pelayanan informasi publik
' . . . | I3 A r 0 2 {
Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi
[ SRR P v . =
PPID  menctapkan  waktu  pemberian Pclayanan Informasi Publik. Waktu Pelayanan
. i P L P . : - : . y )
[nformasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas Utara,

dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

Senin-Kamis : 09.00-15.00 WIRB

[stirahat ©12.00-13.00 WIB
Jumat -09.00-15.00 WIB
Istirahat ©11.30-13.30 WIB

Biaya/tarif

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediak
(tidak dipungut biaya), sedangkan untuk pengadaan atau perekam
informasi publik dapat melakukan pengadaan/fotocopy sendiri atau menvediakan €D DVD

kosong atau flashdisk untuk perekaman data dan informasinya.

an informasi publik secara gratis

an, pemohon/pengguni

NDAR OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
gkungan PPID Kabupaten Padang Lawas Utara adalah,
Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi
Pelayanan Permohonan Inlormasi Publik
Uji Konsclkucensi Informasi Publile
Penanganan Keberatan Informasi Publik
Fasilitasi Sengketa Informasi Publik

NIP. 196206291985031001
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